
 
BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT 
 

NOMOR : 188.45/Kep. 241 -Disdik/2022 
 

TENTANG 

PENUGASAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI 

SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA NEGERI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang:a. bahwa dalam rangka memotivasi pendidik dan tenaga 

kependidikan non pegawai negeri sipil guna meningkatkan 
kompetensi dan kinerja secara professional dalam melaksanakan 

tugas di sekolah, perlu Menugaskan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan 
Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022; 

  b.  bahwa penugasan pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai 

negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara  yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4301); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor  14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4688); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 
Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 6/173/2017, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 

9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 
: 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Barat Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun 2021 Nomor 5 Seri A); 

11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2018 Nomor 42 Seri E); 

12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62 Seri D); 

13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2021 Nomor 63 Seri A); 

 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

KESATU: Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri 

Sipilpada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah 
Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, 

dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA           : Selama menjalankan tugas di sekolah, Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU, diberikan honorarium dari Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

KETIGA: Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak menuntut 
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

KEEMPAT       : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 

2022 sampai dengan 31 Desember 2022. 

Ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 8 April 2022 
Plt.BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

                                                                                                   Ttd. 

 

HENGKI KURNIAWAN 


